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Isu dan Tantangan Transformasi Digital

Proyeksi Indonesia Maju di 2045 Dampak Perkembangan Teknologi Digital yang Pesat

(Visi Indonesia 2045, Bappenas)

Berbagai studi menyebutkan bahwa
Indonesia dapat mencapai negara TOP
5-7 PDB tertinggi dunia di 2045. Kunci
untuk bisa mencapainya adalah dengan
penguasaan teknologi digital

Perkembangan teknologi digital membawa potensi ekonomi tetapi juga membawa berbagai risiko dan tantangan

Kesenjangan Digital

® |nfrastruktur dan
konektivitas digital

® Aksesterhadap
perangkat TIK

® Resiliensiinfrastruktur
terhadap kondisi alam

Disrupsi Teknologi

® bb Displacement

e Kualitas SDM digital
nasional

® [Disrupsipada sektor
konvensional

e Ketahanan national
cybersecurity

e Perlindungan data

® (rossborder data

® Online safety

Isu Kedaulatan Digital

e Ketergantungan
teknologi

Isu Sosial Kultural

® Hoaxdan disinformasi
® Literasimedia

® Erosinilai budaya

e [Digital Ethics

yang perlu diantisipasi sekaligus dikelola bersama

Isu dan Tantangan
Isu Data & Keamanan Siber

Potensi Ekonomi

Persentase
Pertumbuhan

Ekonomi 2045
(Bappenas, 2023)

Teknologi mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi sebesar
57%s.d. 71%

Kontribusi
Ekonomi Digital
terhadap PDB di

tahun 2045
(Bappenas, 2022)

Ekonomi  digital diprediksikan
memberikan kontribusi  20.70%
terhadap PDB USS 8.89 di 2045
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Kerangka Transformasi Digital Indonesia G

Inklusif Memberdayakan Meningkatkan Efisiensi

Menciptakan Inovasi Mendorong Inklusivitas i

dan Produktivitas
Ketersediaan akses Masyarakat mampu |
digital dan ruang memanfaatkan
digital yang aman teknologi digital secara
bagi seluruh lapisan produktif dan . i
masyarakat menciptakan nilai Ruang Lingkup Pemerintahan Digital Ekonomi Digital Masyarakat Digital
tambah dari |
pemanfaatannya

b 8y

Blocks

Transformasi digital berlandaskan pada dan Infrastruktur Digital

bertujuan untuk pemenuhan Agenda 2030
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

) Enabling Policies and Regulation
(Sustainable Development Goals)

Enabler : o OO <= . .. .
R Drone dan robot Mobil tanpa awak Custom manufacturing  Artificial Intelligence
Infrastrt.Jk.tur Pferpermtahan technology yang and 3D Printing
Digital . Digital menciptakan - . 2.
@’_’; nilai tambah R o
o Internet of Big Data Analytics Cloud Teknologi lain
Yo . Things
Transformasi

Digital Nasional @ [~~~ ~~"~""~"~~"~~""~""~"""~"——"—~""""""""""""""""""""""""// "/ """/~ _:
; Masyarakat iliricaai '
Eko!“?ml Digital Tata Kelola Data dan Pengendalian Pel::g::aa:tlan :

Digital Teknologi Informatika .
Teknologi :
Prasyarat/ L - |
o Literasi Media, Literasi Digital, dan Talenta Digital |
Berkelanjutan Building :
|
|
|
I
|
|
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Peran Kementerian Kominfo dalam Agenda Transformasi Digital Indonesia @

Dengan memperhatikan berbagai isu dan tantangan yang ada - serta mengingat peran sentral Kementerian Kominfo
dalam agenda transformasi digital, berbagai program akan terus dilakukan, diantaranya:

a A
() % — N

Pembangunan Infrastruktur Digital jﬂ/ J—S 5@
yang Berkualitas dan Merata . . .

Pembangunan Satelit Satria 1 Penyediaan Digitalisasi Farming Refarming Penggelaran

BTS Akses Internet Penyiaran Spektrum Radio Jaringan 56
o - = ®
Penciptaan Pemerintahan Digital ﬂ—;@ _
yang Terintegrasi dan Terpercaya Tata Kelola Pengendalian Pelindungan Data Penegakan UU ITE dan Pusat Data Nasional dan
Penyelenggara Sistem Elektronik Pribadi Pengendalian Konten Negatif Aplikasi SPBE

GERAKAN NASIONAL

Hilirisasi Ekonomi Digital ‘ n u u

yang Produktif dan Memberdayakan STARTUP DIGITAL
Startup Digital UMKM Scaling Up

Digitalisasi Sektor
Prioritas

o

Penjagaan Ekosistem Industri
Fair Playing Field

Implementasi Smart City

. o ROHZ
G digitalent l) ﬁ m

. o Digital Talent Digital Leadership TransformasiSTMM  Penguatan Literasi Media melalui
Literasi digital Scholarship (DTS) Academy Yogyakarta Komunikasi Publik yang Efektif

Pengembangan Masyarakat Digital
yang Cakap dan Handal
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Fasilitasi kominfo untuk diskominfo
provinsi/kab/kota dalam hal sarana
prasaranalT

Tata cara pengelolaan IT untuk
diskominfo provinsi/kab/kota

Kebutuhan dalam hal permohonan
hosting di Pusat Data Nasional (PDN)

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju 5



Fasilitasi Pelatihan GTA para ASN Dinas kominfo Prov./Kab./Kota

GTA

Academy

Government

Transformation

MANAJEMEN
RISIKO SPBE

https://digitalent.kominfo.go.id/

SISTEM MANAJEMEN
KEAMANAN INFORMASI

,

AUDIT INTERNAL

SISTEM MANAJEMEN
KEAMANAN INFORMASI

22JP \ BERBASIS SNI ISO/IEC
1 27001:2013 23JP
35 JP
o ﬁ
AUDIT INTERNAL BUSINESS SOCIAL MEDIA |
. SISTEM PROCESS ANALYST oE
| . MANAJEMEN & ENGINEER ® 50 JP b=
@\ LAYANAN TI 3 60JP :
'23JP
DATA SCIENCE . CYBERSECURITY i‘, ,.':_ JUNIOR
FUNDAMENTAL > ESSENTIALS s TS NETWORK
40 JP 40 JP £ . 3@ ADMINISTRATOR
WG WS 400P

PO,

DIGITAL PUBLIC _ FASILITATOR
RELATIONS P [ccume] PEMBELAJARAN
39JP  DIGITAL

36 JP

S

IT BUSINESS
ANALYST
68 JP

' | ANALIS
E i KOTA CERDAS
| SNIISO 37122:2019

_ JUNIOR

SISTEM MANAJEMEN
LAYANAN TEKNOLOGI
INFORMASI

40 JP

IT ESSENTIALS
40JP

| JUNIOR OFFICE
| GRAPHIC OPERATOR
DESIGN 40 JP
40 JP
MANAJEMEN
PROYEK
35 JP
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Tata Kelola SPBE untuk pengelolaan JDIH pada Dinas Kominfo Daerah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah salah satu aplikasi SPBE maka dalam
Pembangunannya harus dimasukan dalam arsitektur SPBE di Pemerintah Daerah Prov./Kab./Kota.

Penyelenggaraan
Pemerintahan

Teknologi Informasi
dan Komunikasi

Layanan

Kerangka kerja yang mengatur, mengarahkan, mengendalikan
pelaksanaan SPBE secara terpadu

p
Rencana Arsitektur Rencana dan ;
Proses Data dan : - Manajemen
Induk SPBE SPBE Bisnis SPBE Anggaran Informasi Mansjemen islke Keamanan Informasi
Daerah Daerah SPBE | b ) Y
e 4
Pusat Data Nasional Jaringan Na§|onal intra st PenghuPung Manajemen Data Manajemen Aset TIK
Pemerintah Layanan Pemerintah
o J /
4 i 4
e : Manajemen
Aplikasi SPBE Keamanan SPBE Manajemen SDM Pengetahuan
J J J J
4 4 4
Layanan Administrasi Pemerintahan . \ y Manajemen .
Berbasis Elektronik Layanan Publik Berbasis Elektronik Perubahan Manajemen Layanan
J J J J
Tata Kelola SPBE Manajemen SPBE

Serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan
PBE yang efisien, efektif, dan berkesinambungan
serta layanan SPBE yang berkualitas

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju
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Peran Stakeholder dalam Penerapan SPBE @

Menteri PANRB Menteri Kominfo

Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional
» Mengoordinasikan seluruh program SPBE Nasional
Mengoordinasikan proses bisnis pemerintahan

* Mengoordinasikan
pembangunan aplikasi
* Mengoordinasikan
KEMKOMINFO pembangunan infrastruktur TIK
» Kebijakan umum audit TIK
* Melaksanakan manajemen
aset TIK dan Layanan

* Mengoordinasikan proses

* Menetapkan aplikasi umum
Menetapkan manajemen risiko, SDM, perubahan

« Mengoodinasikan perencanaan
SPBE K/L dan Nasional
* Mengoordinasikan tata kelola data

p;:rb

dan manajemen data (dalam bisnis Pemda
kerangka Satu Data Indonesia) » Mengoordinasikan penerapan
MENTERI PANRB SPBE di Pemda

(Ketua Tim Koordinasi _
SPBE Nasional)

Mengoordinasikan penganggaran
SPBE K/L dan Nasional “
: ’ * Menyusun standar keamanan
SPBE Nasional
Kepala BRIN * Menetapkan manajemen dan
+ Melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Nasional dan Aplikasi Umum melaksanakan audit keamanan
+ Menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi SPBE

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju = §



Permohonan Hosting di Pusat Data Nasional (PDN) @

1. Permohonan untuk pengajuan Cloud Government (Infrastructure As A Service) dari
Kepala Daerah ke Menteri Komunikasi dan Informatika atau Dirjen Aplikasi
Informatika.

2. Permohonan IAAS dilengkapi dengan nama domain, jumlah core yg diperlukan dan
kapasitas Storage yang dibutuhkan.

3. Lakukan pengembangan aplikasi dan ujicoba terlebih dulu terutama serta terintegrasi
dengan aplikasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan
dituangkan dalam Arsitektur SPBE.

4. Kemenkumham membangun Superaps JDIH i;’ T
sehingga sumber hukum bisa terintegrasi dan - \ M
N\
sesuai dengan konsep satu data nasional.

5. Komunikasi lebih lanjut bisa hubungi

) 0811-1193-226
https://pdn.layanan.go.id

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju 9



https://layanan.kominfo.go.id/

¢

KOMINFO

Dy O G ©®© 6

LAYANAN LAYANAN NON PERIZINAN SERTIFIKASI ADUAN PANGGILAN
PEMERINTAH PEMERINTAH KONTEN DARURAT 112

: 8 i

BEASISWA STATISTIK BERITA DIREKTORI

I

Laman KOMINFO
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KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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Terima Kaisih,
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